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BALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSGDL RIAU
NOMOR : 4 TAHUN 2013

TENTANG

PELAYANAN, PENEMPATAN, DAN PERLINDUNGAN
KETENAGAKERJAAN PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR RIAU,

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan di
Daerah, tenaga kerja mempunyai peranan dan
kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan
tujuan pembangunan.

b. bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga
kerja sebagaimana dimaksud pada huruf (a), diperiukan
pembangunan ketenagakerjaan sehingga dapat
meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanva
dalam Pembangunan Daerah.

c. bahwa untuk maksud tersebut, diperlukan pengaturan
ketenagakerjaan yang menyeluruh dan komprehensif
antara lain mencakup pembangunan sumber daya
manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing
tenaga kerja, upaya perluasan kesempatan kerja, pelavanan
penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan
Industrial serta perlindungan tenaga kerja.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;

o

. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat | Sumatera Barat,
Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1646);

3, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Neraga Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor484+4),;
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9. Undung-Undang  Nomor L3 ‘Tuhun 20003  tentang
Ketenagakerjoan (lemburan  Negara  Republile  Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambabhun  Lembaran  Megars

Nomor 4279).

ui

Undang undang Nomor., 1 Tahun 1987 tentang Kamar
Dagang I[ndonesia (KADIN) (lemburan Negara Republile
Indonesin Tahun 1987 Nomor 8, Tambahau  Lembaran

Negura Nomor 3246).
BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Dacrah adalah Propinsi Riau.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemecerintah Propinsi Daerah Riau

3. Gubernur adalah Gubeérnur Propinsi Riau

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Propinsi Riau.

5. Dinas Tenaga Kerju adalah Dinas yang bertanggung jawab terhadap

ketenagakerjaan di Propinsi Riau.

6. Lembagu Kerjasama Bipartit adalah forum komunikasi, konsultasi, dun
musyawarah mengenal hal-hal yang berkaitan dengan hubungan
Industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha
dun serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat di Instansi
yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjuan atau  unsur
pekerjn/buruh,

7. Lembaga Kerjusama Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi, dan
musyawarah tentang masalah kelenagakerjaan yang anggotanya terdiri
dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerju/serikat buruh, dan
pemeriatah,

8. Serikar Pekerju/Serikat Buruh  adalah  organisasi yang dibentuk
dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun diluar
perusahaan, yang  bersifat  bebas, terbuka, mandiri, demokratis  dan
bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela scrta melindungi
hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraun
pekerja/buruh dan keluarganya,

9, Pcnyandang cacat adalah sctiap orang yang mempunyai kelainan fisik
dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangun
dan hambatan baginya untuk meclakukan keglatan securn selayaknya
yang terdiri dari.

a. Penyandang cacat fisik.

b. Penyandang cacat mental.
c. Penyandang cacat fisik dan mental.
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O, Tenaga Wefn Aning adalahy warpgs negoro asing pomiogang visa e
ko bekera b willayah Indonesin,

L1 Peleevin/burah adalah  setiap orang yany, bekerja  dengan mernerin
upah atan imbalan dalam  bentule lain,

1. Pemberi Kerjn adalah orang perseorungan, pengusaha, baedoo
hukum, atau badan-badan luinnyw yang mempekerjakon  teaugs  kerga
dengan membayur upnh ataw, imbalan dalam  bentule lain,

13, Pengeuna  Jasa adalubh  Instansi Pemerintah atauw Badan  Usaha
berbentuk badun hukum, perusahaan dan perorangan di dalam atau di
luar negeri yang bertanggunginowab mempekerjakan tenaga kerja.

14. Pramuwismn  adualuh  tenaga  kerja yang melokukan pekerjaan pada
rumah tangga denpan upah tertentu.

15. Bursa kerja adalah tempat penyelenggaraan pelayanan Antar Kerjo.

16. Hubungun Industrial adalah suatu sistern hubungan vang terbenmuk
untara para pelaku dalam proses produlesi barang dan/atau jasa yang
terdiri dari unsur pengusuha, pekerja/buruh dan pemerintah yang di
dasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,

17. Hubungun kerja adalah  hubungan antara pengusaha dengan
pckerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur
pekerjaan, upah, dan perintah yang meliputi sektor pertambangan,
pertunian, perkcbunan (perkebunan sawil, perkebunan karet, perkebunan
kelapa), property (perumahan), pusat perbelanjaan (mall dan swalayan,
toko), keumanan (sccurity) dan termasuk pekerja bangunan.

18. Jaminan Sosial Tenaga Kecrja adalah suatu perlindungan bag: tenaga
kerja. dalam bentuk santunan berupa uuang scbagai penggant sebagian
duri penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai
akibat peristiwa atau keaduan yang dilayani oleh tenaga kerja berupa
kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

19. Anak adalah sectiap orang vang berumur dibawah 18 (delapan
belas) tahun.

20. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalum
bentuk uang sebagai Imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja
kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dun dibayarkan menurut suatu
perjanjian kerja, kesepakatan, atau, peraturan perundang
undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan
keluargunya, atas suatu pekerjnan dan/atau jasa yang telah atau akan
dilakukan.

21.Upah Minimum Propinsi adalah upah minimum yang berlaku di
Propinsi Riau.
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22 Kesguuhteraan  Pekerja/buruh aduluh suatu  pemenuhan  kebutuhess
dan/atau  kepevluan  yang  bersitat jasmaninh  dan  rohuniah, baik di
dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau
tidak  luangsung dapat  mempertinggl  produktivitas  kerja  dalam
lingkungan Kerja vang aman dun schat.

28, Peganjian kerja  adalah  perjanjian  antara  pekerja/buruh  dengan
pengusaha atnu pembern kerja  yang  memuat — syarat-syarat
kena, hak, dun kewgjiban para pihak.

. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat sccara tertulis
oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib
perusahaan.

.

. Perjanjian  kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil
perundingan antara serikal pckerja/serikat buruh  atau  beberapa
serikat pekerju/serikat  buruh  yang tercatat pada instansi yang
bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau
beberapa pengusaha, atau perkumpulan pengusaha yang mcmuat
syarat-syarat kegja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

1]
9]

26. Mogok kerja adalah tindakan pckerja/buruh yang direncanakan dan
di laksanakan sccara  bersama-sama dan/atau oleh  Serikat
Pekerja/Serikat Buruh untuk menghentikan atau  memperlambat
pekerjaan. -

27.Lembaga Akredilasi Lembaga Pelatihan Kerja adalah lembaga yang
melakukan penilaian dan memberikan pengakuan status program
pelatihan kerja berbasis kompetensi yang diselenggaralan oleh
lembaga pelatihan kerja berdasarkan leriterin standar kompetensi.

28. Balai Latihan Kerja adalah Balai Latihan Kerja Pemerintah Propinsi
Riau.

29.Lembaga Pelatihan Kerja adalah lembuga yang menyelenggarakan
pelatihan kerja bagi tenaga kerja dan memenuhi persyaratan yang
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

30. Pelayanan Tenaga Kerja adualah mcemberikan program pelayanan kepada
tenaga kerja seperti dalam bentuk Pelatihan Kerja adalah keseluruhan
kegiatan untuk  memberi, memperolch, meningkatkan serta
mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikup dan etos
kerja sesuai dengan jenjang dan kualitas jabatun atau pekerjaan baik
di sektor formal maupun di sektor [nformal.

31. Pemagangan adalah bagian dari sistem  pelatihan  kerja  yung
disclenggarakan secaru terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan
dengan bekerja sccara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan
instruktur atau pekerja yang lebih  berpengalaman, dalam  proses
produksi barang atau jusa dalam rangka menguasai keterampilan atau
keahlian tertentu.
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J2. Sertifikat Pelutihan adalah tanda bukti penetapan dan pengakunn atas
Jenis dan tingkat keterampilun yang dimiliki/dikunsai oleh sescorang
sesuai dengan standar program pelatihan yanyg ditetupkan.,

BAB 11
KESEMPATAN DAN PERLAKUAN YANG SAMA

Pasal 2

Setiap tenaga kerja mcmiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi
untuk memperoleh pekerjaan.

Pagsal 3

Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang suama tanpa
diskriminasi dari pengusaha.

BAB III
PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN

Pasal 4

Dalam pembangunan ketenagakerjaan Dacrah, Pemerintah Daerah
menyusun dan menetapkan Percncanaan Tenaga Kerju Daerah scbagai
dasar dan acuan dalam menyusun kebijakan, strategi dan pelaksanaan
program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungun.

Pasal 5

(1) Pcrencanaan Tenaga Kerja Daerah disusun berdasarkan informasi
ketenagakerjaan Dacrah,

(2) Informasi ketenagakerjaan meliputi:
a. penduduk dan tenaga kerja;
b. kesempatan kerja;
¢. pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja;
d. produktivitas tenaga kerja;
e. hubungan industrial;
f. kondisi lingkungan kerja;
g pengupahan dan kecsejahteraan tenaga kerja; dan
h. juminan sosial tenaga kerja,

(3) Informasi Ketenagakerjaan Daerah scbagaimana dimaksud pada ayat
(2), diatur melalui suatu sistem yang diterapkan dengan Keputusan

Gubernur.

L7 ]

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

BAB 1V
PELATIHAN, PEMAGANGAN DAN PRODUKTIVITAS

Pasal 6

(1) Setiup tenaga kerja mempunyal huk dan  kesempatan yang sama
untuk  memperoleh  dan  atau  meningkathan, mengembangkan
keterampilan, keahlian dan produktivitas kerju sesuai dengan bakat,
minat dan kemampuannya melalui  pelatihan  kerja, pemagangan dan
produktivitas.

2) Pemerintalh Daerah menyiapkan tenagua kerja siap pakai yang memiliki
kompetensi untuk memenuhi kesempatan kerja di dalam da}', di luar
negeri melalui peningkatan kualitas Balai Latihan Kerju.

(3) Pengusaha  bertanggungjawab atas pemberian kesempatan
kepada pekerjanya  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk
meningkatkan dan mengembangkan kompetensi pekerjanya.

Pasal 7
Pelatihan kerja dapat diselenggarakan oleh:

(1) Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja

(2) Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah/Pemerintah Daerah:

(3) Lembaga Pelatihan Kerja Swasta/Perusahaan, '

(4) Lembaga  Pelatihan  Kerja  Pemerintah/Pemerintah  Daerah, yang
menyclenggarakan pelatihan Kerja wajib mendaftarkan kegiatannya
kepada Dinas Tenaga Kecrja

(5) Lembaga Pelatihan Kerja Swasta wajib memperoleh izin tertulis dari
Gubernur.

(6) kembaga Pelatihan Kerja Perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan

erja:
a. tidak memungut biaya pelatihan kerja wajib memiliki tanda daftar;
b. memungut biaya pelatihan kerja wajib memiliki izin tertulis dari
Pemerintah Kota dan Kabupaten.

(7) Persyaratan dan tatacara untuk memperoleh tanda daftar dan izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (2),(3)dan ayat (4), ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur.

(8) Pembentukan, kcanggotaan dan tata kerja Balai Latihan Kerja
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan deogan
Keputusan.

(9) Pembentukan, keanggotaan dan tata kerja Lembaga Pelatihan Kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (2) (3) (4), ditetapkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Pasal 8
(1) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayal

(1), dilaksanakan dengan cara pelatihan Institusional, pelatihan keliling
(mobile training unit) dan pemagangan.
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() Pelatihan ke yang  diselenggarakan Dinas Tensga  Kerla cdlapnr
Jlaksanakan bekerjasama dengan prhek ketiga

Pasal 9

Pemapanpan  sebagmmana dimaksuad  dalum  Pasal 8 ayat (1) dapnt
diluksanakan di  Daerah, uar Dacrah dan  di luar negert olen
Pemcernntah Daerah, perusuhaan atau antar perusahaar.

(2) Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjinn pemagangan antaro
peserta dengan pengusaha yang dibuat secara tertulis dan didaflirkan

pada Dinas Tenaga Kerja.

(1)

(3) Perjanjian pemagangan sebugaimana dimaksud puda avat
(2), sekurang- kurungnya memuat ketentuan hak dan kewajiban
peserta dan pengusaha sertan jangka waktu pemagangan. Pemagangan
yvang diselenggarakan tdak meclalui perjanjian pemagungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dianggap tidak sah dan status pescrta
berubah menjadi pekerju/buruh perusahaan yang bersangkutan,

(4) Persyaratan dan tatacara  pendaftaran perjanjian pecmagangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pclaksanaan pemagangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan
Pemerintah Kota dan kabupaten.

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan pelutihan kerja dan
pemagangar.
(2) Pembinaan pelatihan kerja dan pemuagangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), diarahkan untuk pcningkatan relevansi, kualitas dan
efisiensi penyelenggaraan pelatihan kerja dan produktivitas.

(3) Peningkatan produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dilakukan melalui pengembangan budaya produktil, etos
kerja, teknologi, dan efisicnsi kegiatan ekonomi.

(4) Untuk meningkatkan produktivitas sebaguimana dimaksud pada ayat

(2) dan ayat (3), dibentuk Lembaga Produktivitas Daerah dengan
keanggotaan dan tatakerja ditetapkan scsual  dengan  peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

(1) Lembaga Pelatihan Kerjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1), dan Lembaga Produktivitas Daeruh sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (4), dilakulkan akreditasi secara berlkala oleh Lembaga

Akreditasi Pelatihan Kerja.

(2) Pembentukan, keanggotaan dan tatakerjn Lembaga Akreditasi Pelatihan
Kerja secsuai dengan peraturan perundang Mundangan yang berlaku.
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(1)

)

(1)

(2)

Pasal 12

Tenaga  kevia vang  wlah  selesal menpiloati, pelatihan  kerja dan st

pemagnogan berhak memperoleh:

a) Sertilikar pelatihan kerjw;

B Sertifikar kompetensi; pengakuan  kompetensi dan  atau  kualifileans,
keterampilan/keahlian kerja dalam bentuk sertifikat kompetensi e

atau keterampilan/keahlian kergja,
Scertitikar pelatihan kerju dikeluarkan oleh Balai Lalihan Kerja dan
Lembaga Pelutthan Kerja scbagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayal
(i
Serdfikat kompetensi dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi
setelah melalui wji kompetensi.
Uji kompetensi sebagaimana dimaksud  pada ayat  (3), dapat
diselenggarakan di Balai Latihan Kerja dan Lembaga Pelatihan Kerja
sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK)yang telah diakreditasi oleh
Lembaga Sertifikasi Profesi.
Pembentukan keanggotaan dan tatakerja Lembaga Secrtifikasi Profesi
ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang
beriaku.
Sertifikat pelatihan kerja dan sertifikat kompetensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), menjadi salah sata dasar untuk menetapkan
tingkatan jabatan pada bidang kerja tertentu.
Organisasi Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud pada
ayat (5), ditetapkan dcngan Keputusan Gubernur.

BAB V
PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KERJA

Bagian Pertama

Penempatan Tenaga Kerja
Pasal 13

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama
untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh
penghasilan yvang layak di dalam atau di luar negeri.

Hak dan kesempatan untuk memilih, mendapatkan, atau pindah
pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak scbagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang
undangan yang berlaku.

Pasal 14

Penempatan tenaga kerja terdiri dari:
a) penempatan tenaga kerja di dalam negeri;
b) penempatan tenaga kerja di luar negeri.

Ketentuan méngcnai penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang Bjlundangan

yang berlaku.
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Pasal 15

(1) Setiap perusnhaan  wgiib melaporkan lowongan kerja kepada Dinas
Tenugn Kerja dan Instansi terkait.

(2) Persyuratan dan tatacara peluporan lowongan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan Peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku.

Pasal 16

(1) Lembaga Penempatan Tenaga Kerja scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (1) huruf a, terdiri dari:

a. Bursa Kerju Dacrah;
b. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal (AKL);

c. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kera Antar
Daerah (AKAD);

d. Bursa Kerja Khusus Pemerintah;

e. Bursa Kerja Khusus Swasta.

(2) Pelaksana penempatan lenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 uyat (1) huruf b, adalah:

a. Lembaga Penempatan Tenaga Kerju Antar Kerja Antar Negara

(AKAN).
b. Lembagn Penempatan Tenaga Kerja Swasta AKL, AKAD, AKAN dan

Bursa Kerja Khusus Swasta harus berbadan hukum.

Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta AKL dan Bursa Kerja

Khusus scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf

¢,dalam melaksunukan pelayanan penempatan tenaga kerja wajib

memperoleh izin tertulis dari Pemerintah Kota dan Kabupaten.

d. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta AKAD dan AKAN
schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dan ayat (2), scbelum
melaksunakan pclayanan penempatan tenaga kerja wajib
memperoleh rekomendasi Pemerintah Kota dan kabupaten.

(3) Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja AKAN dalam melaksanakan
penempatan tenuga kerja harus terlebih dahulu mendaftarkan
kegintannya kcpada Dinas Tenaga Kerju dan Transmigrasi. .Prosedur
dan tatacara untuk mendapatkan izin, rekomendasi dan pendaftaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), (S)dan ayat (6), ditetapkan
dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Lembaga Penempatan Tcnaga Kerja Swasta sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (1) huruf ¢, yvang akan melaksanakan perekrutan Tcnaga
Kerja AKAD harus menunjukkan Surat Persetujuan Penempatan Tenaga
Kerja AKAD dari Daerah penerima.

Pasal 18
(1) Bursa Kerja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat

(1) huruf a dilarang memungut biaya penempatan, baik langsung
maupun tidak langsung, sebagian atau keseluruhan kepada tenaga

kerja dan pengguna lenaga kerja.
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@) Pelaksana Penempatan . Tenaga  Kerjn sebagaimana  dimaksud  dalam
Ml 16 ayat (1) huruf b, o, d dun huruf e, hanya dapuat memungut
hiava penempatan  tenaga Kerja dari pengguna lenaga kerja dan dar
enaga kega  untuk  golongan  dan  jubatan tertentu sesua denguan
peranuran perundang-undangun yang berlaku.

Pasal 19

(1) Setiap tenaga ke penyandang  cacat  mempunyal  kesempatan
yang. sama  untuk mendapatkan pekerjuan scsuai dengan jenis dan
dergjat kecacatannya.

(@) Scuap perusahaan memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama
kepada penyanduang cacat dengan mempekerjakan penyandang cacar di
perusahaan  sesuai dengan  jenis dan derajat kecacatan, pendidikan
dan kemampuannya yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah
karyawan dun atau kualifikasi perusahaan.

3) Setinp pengusaha wajib mempekerjukan penyandang cacat sekurang-
kurungnya 1 (satu) orang penyandang cacat untuk setiap 100
(seratas) orang  pekerja pada  perusahaannya. Pengusaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), harus melaksanakan dan melaporkan
penempatan tenaga kerja penyandang cacat kepada Gubernur.

(#) Proscdur dan tatacara pelaksanaan penempatan serta pelaporan
penempatan tenugu kerja penyandang cacat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2)dan ayat (3), ditetapkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yung berlaku.

Pasal 20

(1) Penempatan tenaga kerja penyandang cacat selain dilalkkukan olch
Lembaga Pelayanan Pencmpatan Swasta sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (l)dan ayat (2), dalam mclaksanakan pelayanan
penempatan  tenagn kerja  juga dapat dilakukan oleh  lembaga
penempatan tenuga kerja penyandang cacat yang mcemperoleh izin
tertulis. darl Pemerintah Kota dan kabupaten.

(2) Lembaga Pencmpatan 'Tenaga Kerja Penyandang Cacat harus berbadan
hukum.

{3) Tatacara untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 21
(1) Lecmbaga Penempatan Tcnaga Kerja AKAN wajib menyediakan tempat

penampungan tcnaga kerja yang memperoleh Izin dari Gubernur.

(2) Tempat penampungan tenuga kerja scbagaimana dimaksud pada ayat
(1); harus memenuhi standar dan persyaratan teknis yang ditetapkan
oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. '

(3) Persyaratan dan tatacara untuk memperolch izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh peraturan dan perundang-
undangan yang berluaku
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Bagian Kedun
Perlunsun Kesempatan Kerja

Pusal 22

(1) Pemerintah Daerah dan masyarakat Dbersurma-sama mengupayakan
perluasan kesempatan kerja, baik di dalamm maupun di luar hubungan
kerja.

(2) Perluasan kesempatan kerjn di luar hubungan kerga scbagaimana

dimaksud pada uyat (1), dilakukan melalui penciptaan kegiatan yang

produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi
sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan teknologi tcpat guna.

(3) Pencipraan kegiutun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan
melalu pola pembentukan dun pcmbinaan tenaga kerja
mandiri, terapan teknologi leput guna, wira usaha baru, perluasan kerja
sistem padat karya, alih profesi, dan pendayagunaan renaga kerja
sukarela atau pola lain yang dapat mendorong terciptunya perluasan
kesempatan kerja.

(4) Lembaga keuungun baik perbankan maupun non perbankan, dan
dunia usaha dapat membantu dan memberikan kemudahan bagi
setiap Kegiatan  masyarakat  yang dapat menciptakan atau
mengembangkan perluasan kesempatan kerja.

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
(4), ditetapkan oleh Pemerintah Kota dan Kabupaten.

BAB VI
PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Pasal 23

(1) Penggunaan Tenaga Kerja Asing dilaksanakan secara sclektif dalam
rangka alih teknolegi dan keahlian.

(2) Setinp pemberi kerja yang telah memperoleh izin mempekerjakan

Tenaga Kerja Asing baru wajib melaporkan kepada Dinas Tcnaga Kerja

(3) Setiap pemberi kerja vang akan memperpanjang izin mempekerjakan
Tenaga Kerja Asing di Daerah wajib memiliki izin perpanjangan
tertulis dari Pemerintah kota dan Kabupaten.

(4) P_ers_varatan dan tatacara untuk mecndapatkan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), ditctapkan dengan peraturan dan pcrundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 24

(1) Pen)bcri kerja orang perseorangan dilarung mempekerjakan Tenaga
Kerja Asing.

(2) Kewajiban memiliki izin perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayal (3), tidak berlaku bagi perwakilan Negara asing yang
mempergunakan tenaga kerja asing scbagai pegawai diplomatik dan
konsuler.
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e e e Aslngy dapt dipelierfalaan di Dacenbe hunywn dalain
hubuan levfo vantule fubatan tertenta doan waldu ertentu,

Pannl A0

(1) Pembert kerja yang alan memperpanjung Rencana Penggunaan Tenaga
KRevin Aning haeun mendapatkan pengenahnng durl Gubernur,

) Ketenruan  nebuguimana  dimaksnd  pada uyat (1), tidak  berlakin buags
instansi pemerintah, badan internusional dun perwnkilan negara asing,

@) Prosedur dan tatacarn  perpanjangan  Rencana  Penggunaan Tenaga
Kerja Axing sebuguimuna dimaksud pada ayat (1), ditctapkan menurut
peraturan dun perundang-undangan yang berlalu,

Pasal 26

Perpanjangan Rencana  Penggunaan Tenaga Kerju Asing scbagaimana

dimaksud dalom Pasal 26 ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:

a. Alusan penggunaan Tenoaga Kegja Asing.

b. Jabatan duan/utau kedudukan Tenaga Kerju Asing dalam  struktur
orgunisusi perusahaan yang bersangkutan.

c. Jangka waktu penggunaan Tenaga Kerja Asing.

d. Penunjukan tenaga kerja warga Indonesia scbagai pendamping Tenaga
Kerja Asing yang dipekerjalcaan.

Pasal 27

(1) Pemberi kerja Tenogu Kerja Asing wajib:

a. Menunjuk Tcnaga Kerja Indonesia sebagai tenaga pendamping
Tenaga Kerja Asing yang dipckerjakan untuk alih teknologi dan alih
keahlian dari Tenaga Kerja Asing.

b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenuga Kerja
Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang scsuai dengan
kualifikusi jabatan yang diduduki oleh Tcenaga Kerja Asing.

¢. Mclaporkan keberadaun Tenaga Kerja Asing di perusahaan kepada
Dinas Tenaga Kerja setelah mendapatkan Izin  kerja/lIzin
perpanjangan; .melaporkan secara berkala program pendidikan dan
pelatihan bagi tenagn kerja pendamping kepada Pemerintah Kota dan
Kabupaten.

(2) Ketentuan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dan hurufl
(b), tidak berlaku bagi Tenaga Kerja Asing yang menduduki Jabatan
direksi dan/atau komisaris.

(3) Prosedur dan tatacara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf (¢) ditetapkan dengan Perturan dan Perundang-undangan
yang berlaku.
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Paanl 0

tonagn Rerin Aning dilmrmang mendudulad jubstan vang e e
personahin dan/atau  jabatan-jabaton  tertentu seauni  dengon perat e
perundang-undangan yang  berlaku,

Pasal 29

(1) Pemberi kevja yang mempekerjakan  Tenaga Kerja Asing i Dnecah
wayib membayar kompensasi kepada negara atas setinp Tenuga Kerja
Asing vang dipekerjakan.

(2) Kewajiban membayar kompensasi sebagaimana dimuaksud pada ayar
(1), tidak  Derlaku  bagi Instansi  pemerntah, perwakilan  negaro
asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan
dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Besarnya kompensasi, prosedur, tata cara pembayaran dan penggunaan
kompensasi ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

BAB VII
HUBUNGAN KERJA

Pasal 30

(1) Hubungan kerja terjadi karcna adanya perjanjian kerja antara
pengusaha dan pekerja/buruh.

(2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secara
tertulis atau lisan.

(3) Dalam hal perjanjian kerja dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib
membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yung bersangkutan.

(4) Syarat-syarat perjanjian kerja:

a, Kesepukatan kcdua belah pihak.

b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;

c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan;

d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban
umum, kesusiluan, dan peraturan perundang- undangan yang
berlalku.

(5) Perjunjian kcrja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan
huruf b, dapat dibatalkan.

BAB VI
HUBUNGAN INDUSTRIAL
Pasal 31
(1) Dalam melaksanakan hubungun industrial, pemerintah mempunyai
fungsi menetapkan kebijukan, memberikan pelayanan, melaksanakan

pengawasan, dun  melakukan  penindakan  terhadap  pelanggaran
peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.,
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() Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerju/buruh dan serikar
pekevias serikat buruhnya mempunyar  (ungsi  menjalankan  pekerjouar
semual dengan  kewajibannyw, mengaga  Ketertibnn  demi kelangsungan
produksy, menyalurkan  aspirasi  secarn  demokratis, mengernbangln
Keterampilan, dan  keahliannya serta [kut memajukan perusahaan dan
mempenuangkan kesejuhternan anggota besertn keluurganya,

@) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pengusnha  dan  organisasi

pengusahanya mempunyai fungsi menciptakan  kemitraan,
mengembungkan usaha, memperluas  lupungan  kerja, dan  memberikan
kesehiteraan pekerja/buruh sccara terbuka, demokratis, dan
berkeadilan.

Pasal 32

Hubungan [ndustrial dilaksanakan melalui sarana:

a. Serkat pekera/serikat buruh.

b. Orgunisasi pengusaha.

¢. Lembaga Kerjasama Bipartit.

d. Lembaga Kerjasama Tripartit.

e. Peraturan Perusahaan.

f. Perjanjian Kerja Bersama.

g. peraturan perundang-undangan ketenagakcrjaan;

h. lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Pasal 33

(1) Setiap pengusaha berhak membentuk dan menjudi anggota organisasi
pengusaha.

(2) Bentuk Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kcrja serta
personalia organisasi pengusaha ditetapkan berdasarkan undang-
undang dan peraturan yang berlaku.

Pasal 34

(1) Pengusaha yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja/buruh
atau lebih, wajib membentuk lembaga kerjasama Dipartit yang
dicatatkan ke Dinas Tenaga Kerja dan instansi terkait,

(2) Lembaga kerjasama Bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), berfungsi sebagai forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah
untuk memecahkan permasalahan di perusahaan.

(3) Keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit lerdiri dari unsur pengusaha
darn  unsur serikat pekerja/serikat  buruh  dan  atau  unsur
pekerja/buruh  yang ditunjuk/dipilih  oleh  pekerja/buruh  secara
demokraltis.

(4) Prosedur dan tatacara pembentukan dan pencatatan lembaga
scbagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan menurut Peraturan
dan Perundang-undangan yang berlaku.
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Pasul 35

(1) Di Daerah dibentuk Lembaga Kerjasama Tripartit Propinsi, Kotamadyn,
dan Kabupaten Administrasi.

(2) Lembaga Kerjasama ‘Tripartit memberikan pertimbangan, suran  dan
pendapat kepada Pemerintah dan pihak terkait dulam penyusunan
kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjuan.

(3) Keanggotaan lembaga kerjasama  Tripartit terdiri dari unsure
Pemerintah, organisasi pengusaha dan secrikat pekerja/serikat buruh.

(4) Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja
lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangun yang berlaku.

Pasal 36

(1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10
(sepuluh) vrang wajib membuat Peraturun Perusahaan yang mulai
berlaku setclah disahkan Pemerintah Kota dan kabupaten.

(2) Kewajiban membuat Peraturan Perusahaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tidak berlaku bagi perusahaan yang telah memiliki
Perjanjian Kerja Bersama.

Pasal 37

(1) Perjanjian Kerja Bersama dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh
atau beberapa serikat pekerja/serikal buruh yang tercatat pada Dinas
Tenaga Kerja dengun pengusaha atau beberapa pengusaha,

(2) Penyusunan Perjunjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilaksanakan secara musyuwarah.

(3) Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus

dibuat secara tertulis dengan huruf latin dan menggunakan bahasa

Indonesia.

(4) Dalam hal terdapat Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat tidak
menggunakan bahasa Indonesia, maka Perjanjian Kerja Bersama
tersebut harus  diterjemahkan dalam  bahasa Indonesia oleh
penterjemah tersumpah. Perjunjian Kerja  Bersama  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus didaftarkan pada Dinas Tcnaga Kerja.
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BAR IX
PENVELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Bagian Pertama
Perselisihan Hubungan [Industrial

Pasal 38

(1) Perselisthan  Hubungan Industrial wajib  diupayakan penyclesaian
terlebih dahulu oleh pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat burub
dengan pengusaha/gabungan pengusaha melalui perundingun  Bipartit
secara musyvawarah untuk mufakart.

(2) Dalam hal perundingan scbagaimana dimaksud pada ayat (1), tdak
mencapai kesepakatan maka salah satu pihak atau kecdua belah
pihak mencatatkan perselisihannya kepada Dinas dengan mclampirkan
bukt telah diadakan perundingan Bipartit untuk diproses sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pemutusan Hubungan Kerja

Pasal 39

Pemutusan Hubungen Kerja meliputi pemutusan hubungan kerja yang
terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang
perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik
swasta maupun milik Negara, maupun usaha-usaha sosial dan usaha-
usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekegjakan orang lain
dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. -

Pasal 40

(1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan
Permerintah Daerah, dengan segala upaya harus mengusahakan agur
Jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.

(2) Apabila pemutusan hubungan kerja, tidak dapal dihindari, maka
maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh
pengusaha dan serikat pekerja/serikat  buruh  atau  dengan
pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi
anggota scrikat pekerja/serikat buruh.

(3) Dalam  hal perundingan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat
(2), tidakmenghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat
memutuskan  hubungan  kerja dengan pekerja/buruh setelah
memperoleh  penetapan dari Lembaga Penyelesaian  Persclisihan
Hubungan Industrial.
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Pasal 41

Prosedur dan tatacara Pemutusan Hubungan Kerja, pembayarun  uang
pesangon, wuang — pengmantian masa  Kerja  dan pengguntian  hak
dilaksanakan sesuai denguan peraturan perundang undangan yvang berlaku.

Bagian Ketiga
Mcogok Kerja

Pasal 42

(1) Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan senkat
pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertb, dan dumai scbagm:
akibar gagalnya perundingan.

(2) Pelaksanaan mogok kerja bagi pekerja/buruh yvang bekeria pada
perusahaan yang melayvani kepentngan umum dan/atau perusahaan
vang jenis kegintannyva membahayakan keselamatan jiwa manusia
diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kepentingan umum
dan/atau membahayakan keselamatan orang lain.

(3) Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogek
kerja dilaksanukan, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh
wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan Dinas
tenaga kerja serta instansi terkait.

(4) Pemberitahuan scbagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-
kurangnya memuat:

a. Hari, tanggal dan jam dimulai dan diakhiri mogok kerja.

b. Tempat mogok kerja.

c. Alasan dan sebabh-sebab mengapa harus melakukan meogek kerja.

d. Tanda tangan ketua dan sekretaris dan/aluu masing-masing ketua
dan sckretaris serikat pekerja/secrikat buruh sebaga! penanggung
jawab mogok kerna.

(5) Dalam hal mogok kerja dilakukan tidak sebagaimana dimuksud pada
ayat (3), maka untuk menyclamatkan alat produksi dan asset
perusahaan, pengusaha dapat mengambil tndakan sementara dengan
cara:

a. Melarang para pekerja/buruh yang mogok kerju berada di lokasi
kegiatan proses produksi, atau.

b. Apabila dianggap perlu melarang pekerja/buruh yunyg mogok kerja
berada di lckasi perusahaan.

Bagian Keempat
Penutupan Perusahaan

Pasal 43

(1) Penutupan perusahaan merupakan hak dasar pengusaha untuk
menolak pekerja/buruh sebagian atau seluruhnya untuk menjalankan
pekerjaan sebmgai akibat gagalnya perundingan, Pengusaha tidak
dibenurkan meclakukan penutupan perusahaan sebagni  tindakan
balasan sehubungan adanya tuntutan normatif dari pekerja/buruh dan
atau serikat pekerja/serikat buruh.

17

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

2) Tindakan penutupan perusahaan Ity dilakukan LI
Jdengaperaturan perundang-undangan yung berlaku.

BAB X
FASILITAS KESEJAHTERAAN PEKERJA/BURUH

Pasal 44

(1) Sctiap Perusahaan wajib menyelenggarakan atau menycdiakan fasilitas
kesejahteraan pekerja/buruh. .

2) Untuk  menyelenggarakan  [asilitas kesejahteraan pekerja/buruh

secbagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan wajib menyediakan

sebagai berikut:

a. Pclayanan keluarga berencana

b. Tempat penitipan bayi,perumahan pekerja/buruh

c. Fasilitas beribadah.

d. Fasilitas olah raga.

e. Fasilitas kantin.

f. Fasilitas keschatan.

g. Fasilitas istirahat.

h. Koperasi.

i. Angkurtan.

(3) Prosedur dan tatacara penyelenggaraan fasilitas kescjahteraan
pekerja/buruh scbagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh
Pcmerintah Kota dan kabupaten.

Pasal 45

Pemerintah Dacrah dapat memberikan bantuan sesuai dengan
kemampuan untuk terselengguranya Kcscjahteraan pekerja/buruh.
Bentuk bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditctapkan
dengan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

(1)

(2)

BAB XI
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN PRAMUWISMA

Bagian Pertama
Lembaga Penyedia dan Penyalur Pramuwisma

Pasal 46

(1) Lembaga penyedia dan penyalur pramuwisma dapat melakukan
penyediaan tenaga kerja Pramuwisma yang berasal dari dulam
dan/atau luar Daerah.

(2) Lembaga penyedia dan penyalur pramuwisma sebaguimana dimaksud
pada ayat (1), wajib menyediakan tempat penampungan dan fasilitas
kesejahteraan calon Pramuwisma.
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(@) Lembaga penyedin dan penyalur pramuwisiu harus berbadan hobeorn
dan memperaleh [2in operanionanl dart Pemerintah Kota dan kabupnten,

(4) Lembaga Penyedia dan Penyalur Pramuwisma yang berassl darci Luar
Dacrah  yang akan menempatkan pramuwisma  di - Daerah  wnjib
mendapat [ein Antar Kerja Antar Daerah duri Gubernur,

15) Pembinaan  terhadup lembaga penyedin dan  penyalur  pramuwisoa
dilakukan oleh Pemerintah kota dun kabupaten,

{6) Prosedur dan tata cara penyediaan tempat penampungan fasilitas
kescjahteraan, dan perizinan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Bagian Kedua
Penggunu Jasa Pramuwisma

Pasal 47

(1) Pengguna jusa pramuwisma wajib membuat perjanjian kerjn secura
tertulis dengan pramuwisma dan dilaporkan kepada Pemerintah kota

dan kabupaten.
(2) Dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur hak

dan kewajiban kedua belah pihak.

(3) Bentuk dan isi perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
instansi terkait.

BAEB XII
PERLINDUNGAN

Bagian Pertama
Perlindungan Kerja

Pasal 48

(1) Setiap pekerja/buruh berhak mendapat perlindungan atas keselamatan
kerja, kesehatan kerja, dan higiene perusahaan, lingkungan
kerja, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja scrta perlakuan yang sesusai
dengan martabat manusia dan moral agama.

(2) Tiap perusahaan wajib melaksanakan perlindungan tenaga kerja vang
terdiri:

a. Norma keselamatan kerja.

b. Norma keschatan kerja dan higiene pcrusahaan.
c. Norma kerja anak dan perempuan.

d. Norma jaminan sosial tenaga kerja.

(3) Bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(4) Prosedur dan tata cara pemberian perlindungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), ditetapkan oleh Pemerintah Kota
dan Kabupaten.
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Pasal 4w

Pengusaha wajib  menerapkan  sistem mangjermnen  keselamatan  dan

kesehatan  kerja  vang  terintegrasi  dengan aistem muanajemen

perusahaan.

(2) hetentuan mengenai pencrapan  sistim manajemen  keselamatan dan
keschatan  kerja  sebugumana  dimaksud  pada  ayat (1), ditetapkan

menurut Peruturan dan perundang-undangan yang berlaku.

o
_

Pasal SO

(1) Setiap pcsawat, instalasi, mesin, peralatan, bahan, barang dan produk
teknis lainnva, baik berdiri sendiri maupun dalam satu kesatuan yang
mempunyai potensi kecclakaan, peledakan, kebakaran, keracunan,
penyakit akibat kerja dan timbulnya bahaya lingkungan kerja harus
mecmenuhi  syarat-syarat  Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Higiene
Perusahaan, lingkungan Kerja.

{2) Penerapan syarat-syarat Kesclamatan dan Keschatan Kerja, Higiene
Perusahaan, Lingkungan Kerja berlaku untuk sctiap tahap pekerjaan
perancangan, pembuatan, pengujian, pemakaian atau penggunaan dan
pembongkaran atau pemusnahan melalui pendekatan Kesisteman dan
dilaksanakan scsuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(3) Untuk memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), maka terhadap perzlatan sebagaimana dimaksud pada ayatl
(1), harus dilakukan pemeriksaan administrasi dan fisik, serta pengujian
secara teknis oleh Pegawai Pcngawas Ketenagakerjaamn.

(4j) Dalam hal peralatan yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian
sebagaimana  dimaksud pada ayat (3), memenuhi persyaratan
keselamatan dan kesechatan kerja sesuai dengan tahapan pekerjaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan Izin oleh Pemerintah
Kota dan Kabupaten.

(5) Prosedur dan tatacara pcmeriksaan dan pengujian serta  untuk
memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dan ayat
(4), ditetapkan dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Waktu Kerja, Pekerja Anak dan Pekerja Perempuan

Pasal S1

(1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja:

a.7 (tujuh)jam sehari dan 40 (empat puluh) jam semingegu untuk 6
(enam) hari kerja dan 1 (satu) hari Istirahat mingguan dalam
seminggu.

b. 8 (delapan)jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu untuk 5
(lima) hari kerja dan 2 (dua) hari Istirahat mingguan dualam

scminggu.
c. Waktu kerja khusus pada sektor usuhu atau pckerjaan tertentu.
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(2) Pongunahn yuny mempoker)alkan  pakarfa/bnrab molsbibin welktiu leerjs
puda nyat (1) huruf a dan horaf b, tersebut diatus haras;
wn, Ada pernotujuan  pelterja/buruh,
b, Paling  banyale 3 (tgs) Jam  seharl  dan 14 (emput belas) jam
neminggu,
¢, Wajlb membayar upah kerjo lembur,
d, Pengusaha wallb meamberilain istirahat kepadn pekerjo
a, Ada pervetuwjuan tertulls dari Gubernur,

(3) Penguvaha wajib memberikan Instirahat leepuda pelerjo/burah;

~—

a. lstirnhat antara, sekurang-kurangnya setenguh jum setelah bekena 4
(empat) jam terus meneruaw,

b, lstirnhat mingguan 1 (satu) harl untuk 6 (enam) had  kerjo dalam 1
(satu) Minggu atau 2 (dua) hard untuk 5 (lma) hart kerja dalam |
(satu) minggu,

¢ Istirahut pudu had libur reami.

d. lstirahat/cuti tahunan sekurang-kurangnyn 12 (dua belas) hari kerja
setelah bekerju 12 (dun belas) bulan terus menerue.

¢, istirnhat bagi pekerja perempuan yang wmelahirkan anak sclama 1,5
(satu  setengah) bulan sebelumn dan saat melahirkan dan 1,5 (sam
asetengnh) bulun sesudah melahirkan, atau pgugur kandung,

(4) Pelaksanaan waktu istirahat tahunan scbagaimana dimeksud pada
ayat (3) huruf (d) diatur dalam perjanjian kerja, peruturan perusahaan,
ketentuan  sebagnimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan ayat
(4), ditetapkan dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berluku.

Pasal 52

(1) Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.
(2) Pengecualian pada ayat (1), tersebut diatas bagi:

a. Anak berumur 13 (tiga belas)tahun sampai dengan 15 (lima
belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak
mengganggu perkembangan dan keschatan fisik mental dan sosial.

b. Anak berumur paling secdikit 14 (empat belas) tahun dapat
melakukan pekerjaan di tempat kerja bagian dari kurikulum
pendidikan atau pelatihan yang sah dan diberi petunjuk Kkerja yang
jelas, bimbingan, pengawasan dan perlindungan keselamatan dan
kesehatan kerja.

c. Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan
minatnya dengan syarat dibawah pengawasan langsung orang
tua/wali, waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam schari serta kondisi
dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik,
mental, sosial dan wakru sekolah.

(3) Pengusaha yang mempekerjakan anak harus memenuhi persyaratan:

a. Ada izin tertulis dari orang tua/wali.

b. Ada perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua/wali.

c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam.

d. Dilakukan siang hari dan tidak mcngganggu waktu sekolah.

e. Keselamatan dan keschatan kerja. )

. Adanya hubungan kerja yang jelas, dan menerima upah sesual
dengan ketentuan yang berlaku.
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Pasal 33

(1) Pengusaha dilarang mempekerjakan dan mclibatkan anak pada

pekenuun-pekerjaan yang terburuk.

() Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk sebagaimana dimaksud pada ayag

(1), melipun:

a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya.

b. Segala  pekerjman yang mcmanfaatkan, menyediakan , atau
menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornograf,
pertunjukan pormno, atau perjudian;

. Segala pckerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan
analk untuk produksi dan perdagangan minuman
keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
semua pekerjaan yang membahayakan keschatan, kesclamatan, atau
moral anak.

G

Pasal 54

(1) Pemerintah Dacrah berkewajiban melakukan upayva penanggulangan
anak yang bekerja di luar hubungan kerja.

(2) Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

(1) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil
vang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesechatan dan
keselamatan kandungannya maupun. dirinya bila bekerja antara pukul
23.00 s/d 07.00.

(2) Pengusaha yang mempekerjakan perempuan antara pukul 23.00 s/d
07.00 wayjib:

a. Memberikan makanan dan minuman bergizi.

b. Menjaga kesusilaan dan keamanan selama ditempat kerja.

c. Menyediakan antar jemput bagi pekerja perempuan
yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 s/d
pukul 05.00.

d. Memperoleh ijin dari Dinas tenaga kerja dan Instansi terkait.

(3) Pelaksanaan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)dan ayat
(2), ditctapkan dengan Peraturan dan perundang-undangan yang

berlaku.
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Bagian Ketiga
Pengupahan
Pasal 56

S@tinp\ pekerja/buruh  berhuk memperolch penghasilan yang memenuln
penghidupan  yany layak bagi kemanusiaan sesuai dengan peraluran

perundang-undangan yvang berlaku.

Pasal 57

{1} Upah Minimum Propinsi dan Upah Minimum Sektoral Propinsi
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan memperhatikan

rekomendasi dari Dewan Pengupahan Propinsi.

(2) Upah Minimum Sektoral Propinsi ditctapkan dengan Keputusan
Gubernur sesuai kesepakatan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Scktor dengan Asosiasi Perusahaan di sektor yang
bersangkutan, dengan memperhatkan rekomendasi Dewan Pengupahan
Propinsi.

(3] Gubernur dalam menetapkan Upah Minimum Propinsi sebagaimana
dimaksud pada avat (1), diuruahkan kepada pencapaian kebutuhan
hidup layak dan dengan memperhatikan  produktvitas dan
pertumbuhan ekonomi Daerah.

(4) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum
Propinsi dan Upah Minimum Scktoral Propinsi.

(5) Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum
propinsi dapat mengajukan penangguhan kepada Gubernur.

(6) Prosedur dan tatacara penangguhan Upah Minimum Propinsi
ditctapkan dengan Peraturun dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal S8

(1) Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan
golongan, Jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi.

(2) Pengusaha ) melakukan peninjauan upah secara berkala dcngan
memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.

(3} Pengaturan pengupahan  yang  ditetapkan  dalam  perjanjian
kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama tidak boleh
lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang beriaku.

{(#) Pedoman peclaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), prosedur
dan tatacara peninjauan upah secara berkala sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), ditetapkan berdasarkan peraturan dan Perundang-
undangan yvang berlaku.
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Buginn Keempat
Jaminan Sosial
Pasal 59

(1) Setinp pekerja/buruh dan  keluargunya  berhak untuk memperoleh
Juminan sosial tenaga kerja.

(2) Jaminan sosial tcnaga kerja scbagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi, jaminan sasial dalam hubungan kerja dan jaminan sosial
di luar hubungan kerja.

Pasal 60

(1) Jaminan sosial dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 63 avat (2), meliputi waktu tertentu dan waktu tidal tertentu
serta diluar jam kerja.

(2) Jaminan sosial dalam hubungan kerja:

a. Untuk waktu tertentu terdiri dari jaminan kecelakaan kerja dan
jaminan kematian.

b. Untuk waktu tidak tertentu terdiri dari jaminan kecelakaan
kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan
kesehatan.

c. Untuk di luar jam kerja terdiri dari jaminan kecelakaan diri dan

jaminan kematian.
d.Jaminan sosial di luar hubungan kerja merupakan jaminan social
bagi tcnaga kerja yang bekerja di sektor Informal.

(3) Pclaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
(@), huruf (c), dan ayat (3) ditetapkan oleh Pcmerintah kota dan
Kabupaten ,

(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
(b), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 61

(1) Jaminan sosial di luar hubungan kerju scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 63 ayat (2), terdiri dari:
a. Jaminan pemeliharaan kesehatan.
b. Jaminan kecelakaan diri dan jaminan kematian.

BAB XIII
DEWAN PENGUPAHAN PROPINSI

Pasal 62
Untuk memberikan saran, pertimbangan. dan merumuskan kebijakan

1
()pengupa.han yang akan ditetapkan oleh Gubernur, serta untuk
pcngcmbangan sistem pengupahan dibentuk Dewan Pengupahan

Propinsi.
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(2) Keanggotaan pcwan Pengupahan Propinsi sebagaimana dimaksud padn
ayat (1), terdiri dari unsur pemerintah, orgunisasi pengusuha, serikat
pekerja/serikat buruh, perguruan tinggi dan pakar.

(3) Keanggotaan Dewan Pengupahan Propinsi diangkat dan diberhentikan
oleh Gubernur.

(4) Prosedur dan tata cara pembentukan. susunan keanggotaan,
pemberhentian anggota, tugas dan tata Kerja Dewan Pengupahan
Propinsi scbagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan ayat (3), ditetapkan
dengan keputusan Gubernur

BAB XIV
RETRIBUSL

Pasal 63

(1) Terhadap pelayanan ketenagakerjaan dikenakan pungutan retribusi
yang besarnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang

Retribusi Daerah.

Pelayanan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1), terdini
dari:
izin Pemakaian Pesawat.

izin Pemakaian Instalasi.

izin Pemakaian Mecsin.

izin Pemakaian Peralatan.

izin Pemuakaian Bahan,

izin Lembaga Pelatihan Kerja.

izin Lembaga Penempuatan Tcnaga Kerja dan Lembaga Bursa Kerja
Khusus.

izin Opecrasional Penyedia dan Penyalur Pramuwisma.

izin Tempat Penampungun Tenaga Kerja.

izin Mempekerjakan Pekerja Perempuan Malam Hari.

pengesahan Peraturan Perusahaan.

rekomendasi.

m.pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.
n. pemakaian Fasilitas Ketenagakerjaan Milik Pemerintah Daerah.

(2)

Rroasgoe

ET

BAB XV
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Pertama
Pembinaan

Pasal 64

(1) Pemerintah kota dan kabupaten melakukan pembinaan terhadap
kegiatan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalaum  Peraturan

Daerah ini,

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud padu ayat (1), antara lain:
a. Bimbingan dan penyuluhan dibidang ketcnagakerjaan;
b. Bimbingan perencanaan teknis dibidang ketenagakerjaan;
¢. Pemberdayaan masyarakat di bidang ketenagakerjaan.
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(3) Prosedure dan it cnen pembinaan aebagaimana ditmaksod pada a0
(@), ditetnpkan  dengan Peraturan  dan  perundang-undangnn  yar o

berlaka,

Bagian Kedua
Penpawasan

Pagal 65

(1) Pengawasan  ketenagakerjnan  dilakukan  olel pegawar  pengawas
ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan  independen  guna
menjamin pelaksanaan peraturan perundang- undangan
ketenagalkerjaan.

(2) Pegawai Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkac
sesual dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(3) Prosedur dan tatacara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan oleh Pemerintah kota dan kabupaten.

Bagian Ketiga
Pengendalian

Pasal 66

(1) Pemerintah kota dan kabupaten melakukan pengendalian terhadap
kegiatan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalaan  Peraturan
Daerah ini.

(2) Setiap perusahaan wajib melaporkan kegiatan kerenagakerjaan secara
tertulis kepada Pcmerintah Kota dan Kabupaten, Meliputi:

a. Keadaan ketenagakerjaan di perusahaan.

b. Kecelakaan baik dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan
kerja.

c. Mempekerjakan perempuan pada malam hari.

d. Mempekerjakan anak yang terpaksa bekerja.

¢. Penyimpangan waktu kerja dan isticahat.

(3) Tatacara pelaksanaan pengendalian dan pelaporan scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Pemerintah kota

dan kabupaten.

BAEB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal a7

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (3) dan ayat (4), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (4), ayat (5)dan
ayat (6), Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) hurufc
dan d, Pasal 32 ayat (7), Pasal 36 ayat (3), Pasal 38 ayat (1), Pusul 48
ayat (1), Pasal 50 ayat (2)dan ayat (3), Pasal 51 ayat (1), dan Pasal
54 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau
denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

(2) Terhadap pelanggurun  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1), dapar
dibebankan biayva paksaan penepakan hukum.

(3) Sanksi terhadap pelanggaran  sebagaimana dimuaksud | pada  ayac
(1), tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayur haok hak
dan/atau ganti kerugian kepada tenaga kerja/buruh.

(4) Pemerintah kota dan Kabupaten menetapkan pelakaanaan dan
besarnya biaya sebagaimana dimuksud pada ayat (2).

Pasal 68

Terhadap perbuatan vang dapat diklasiflikasikan sebagai tindak pidana
selain sebagaimana tersebut dalam Pasal 67 ayat (1), yang diatur dalam
suatu ketentuan perundang-undangan diancam pidana sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 69

(1) Sclain dikenakan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
67 dan Pasal 68, terhadap pelanggaran Peraturun Daerah ini dapat
dikenakan sanksi administrasi berupa Teguran;

a. Peringatan tertulis.

b. Pembatalan kegiatan usaha.

c. Pembckuan kegiatan usaha.

d. Pembatalan persetujuan.

e. Pembatalan pendaftaran.

f. Penghcntian sementara sebahagian atau seluruh alat produksi.
g. Pencabutan izin.

(2) Prosedur, tata cara dan pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pemerintah kota dan
Kabupaten.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 70

(1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak
Pidana, pecnyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Dacrah ini, dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawal
Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya
ditetapkan scsuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(2) Dalarn melaksanakan tugas penyidikun, para pejabat penyidik Pegawai
Negeri Sipil scbagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, berwenang:

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya
tindak pidana.
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L. Melaksanakan tindakan pertama pada sual it i tempmt kejacdian
dan melakukan pemeriksann,

¢. Menvuruh  berhenti  scoruny teraanghn  dan  memeoerikas tanda
pengenal din terannphka.

d. Melakukan penyituan benda atan surat,

e. Mengambil =idik jari dan meomotrel seseorang,

f. Memangal omng untuk didengar dan diperiksa  sebugal teraange
atau saksi.

Mendatangkan tenaga ahli yung diperlukan dalam hubungan dengan

pemeriksaan perkara.

h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat peturnjuk dari
penvidik bahwa tidak tcrdapat cukup bukti atau peristiwa tersebur
bukan merupakan tindak pidana dan seclanjutnya melalur penyidik
memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka
atau keluarganya.

i. Mengadakan tundakan lain menurut hukum  yang  dapal

dipertanggung jawabkan.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik sebagaimuna dimaksud pada
ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan, penahanan dan
atau penggeledahan.

(4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat
{2), membuat berita acara setiap tindakan tentang:

a. Pemeriksaan tersangka.

b. Pemasukan rumah.

c. Penyitaan benda.

d. Pemeriksaan surat.

e. Pemeriksaan saksi.

f. Pemeriksaan ditcmpat kejadian dan mengirimkannya berkasanyva
kepada Pengadilan Negeri meclalui penyidik Polisi Negara Republik
Indonecsia.

™

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

Izin Ketenagakerjaan yang ada sebelum diberlakukannya Peraturan
Dacrah ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhimya masa Izin
yang bersangkutan.

(2) Semua perizinan dan pengesahan di bidang ketenagakerjaan wajib
menycsuaikan paling lambat 1 (satu) tahun secjak diberlakukannya
Peraturan Dacrah Ini.

(3) Selama  belum  ditetapkan peraturan pelaksanaan berdasarkan

Peraturan Daerah ini maka semua pcraturan pelaksanaan yang ada

tetap berlaku scpanjang tiduk bertentangan dengan Peraturan

perundang undangan yang berlaku.

(1)
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RAR XX
KETENTUAN PFENUTUP

ol /2

llal-hal yang merupalian pelakeannan  Peraturan  Dacrabr o ditetoploan
dengan Keputusan Qubernur

Pusul 73
peraturan Duerah ini mulai berlaku pada tanggal di undarnighkarn.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah Provins: Hiau.

Ditetapkan di Pckanbaru

GUBERNUR RIAU,

H.M..RUZLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 14 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

H. WAN SYAMSIR YUS
LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2013 NOMOR 4
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